LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2014 POLITIK. PEMILU. Pengunduran Diri. Cuti. PNS.
Pejabat Negara. Kampanye. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL
KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL
CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA
DALAM KAMPANYE PEMILU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan
menjamin keberlangsungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pemilihan
umum, perlu mengatur pemberhentian sementara
gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil
bupati, dan walikota atau wakil walikota yang
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil
Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala
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Mengingat

1.

Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat
Negara Dalam Kampanye Pemilu;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi
Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti
Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA
DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI
NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT
NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti
Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5404), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau
walikota dan wakil walikota yang ikut sebagai anggota tim
kampanye dan/atau pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dapat diberikan cuti.

(2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau
walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan sebagai
anggota tim kampanye dan/atau pelaksana Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan kampanye pada hari
yang berbeda.
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(3)

Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

2. Di antara Pasal 29 dan BAB V disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
29A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 29A

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota
atau wakil walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil
Presiden harus mengajukan permohonan izin kepada Presiden.
Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota
atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan surat permohonan izin kepada Presiden paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan sebagai calon Presiden
atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai
politik di Komisi Pemilihan Umum.

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota
atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan surat permohonan berhenti sementara kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi gubernur atau wakil
gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
bagi bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota
paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan sebagai calon
Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota
atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberhentikan sementara dengan Keputusan Presiden bagi
gubernur atau wakil gubernur, dan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden bagi bupati atau wakil bupati
dan walikota atau wakil walikota terhitung 1 (satu) hari setelah
tanggal ditetapkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil
Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemberhentian sementara gubernur atau wakil gubernur, bupati
atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota sebagaimana
dimaksud ayat (4) berakhir pada tanggal ditetapkannya pasangan
calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih oleh Komisi
Pemilihan Umum.

Selama gubernur, bupati, atau walikota diberhentikan sementara,
pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah yang bersangkutan
dilaksanakan oleh wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil
walikota dengan Keputusan Presiden bagi wakil gubernur, dan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi
wakil bupati atau wakil walikota.
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(7)

(8)
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Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,
atau walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara secara
bersamaan, pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari di
daerah yang bersangkutan dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
Pelaksanaan tugas pemerintahan oleh sekretaris daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal Il

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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